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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO ’

WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIEOTA METRO
NOMOR !|# TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG FEMEENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT TANDA TERIMA
SETORAN, LAPORAN PENERIMAAN, DAFTAR HIMPUNAN EETETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang © & bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
meninglkatkan pelayanan kepada Waiib Pajak, serta untuk
menyesuaikan  forrmulir Surat  Pemberitahuan Pajak
Terutang  denpan perkembangan  Tempat Pembayaran
Pajuk Bumi dan Bangunen Perdesasn dan Perkotaan
(FRB-P2) dan pclaksanasn amanat Pasal 71 Peraturan
Dacrah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak
Dearah  sebagaimana  telab  diubah dengan  Peratusan
Dacrah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019, perha
ditetapkan Pembentukan Nomenklatur, Beniuk dan Tsi
Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Tanda Terima Setoran, Laporan Penermasn dan Daftar
Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan;

b, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dacrah Kota Metro
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan
Susunan Perangkat Daerah schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 9@ Tahumn
2019, maka periu dilakukan perubahnn  nomenklatur
Peranglkat Dacrah:

. bahwa berdusarkan pertimbangan sebagsimana dimaksied
pada huruf & di atas, maka perlu menelapkan Peraturan
Walikota lentang Perubahan Atas Peraturan Walikola
Metro Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pombenbukan
Nomenklatur, Bentuk Dan  Is Formulir  Surat
Pemberitahuan  Pajak Terutang, Surat Tanda Terima
Seloran, Laporan Penerimaan, Daftar Himpunan
Keletapan Dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.
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Mengingat + L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang  Pajak
Bumi  dun Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lombaran
Negara Republik Indonesiz MNomor 3312 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomaor 12 Tahun
1994 (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 1994
Mormor 82, Tumbahan Lembaran Negara Repulik Indonesiz
Nomor 3569);

4. Undang-Undang WNomor 12 Tahun 1994 fentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati I Lampung Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 3825);

3. Undang-Tndang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak
Dacrah dan Retvibusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 2044

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarny
Pemabeniukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Ncgara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2234) sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tehun 2019 (Lembaran Nepatae Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor B3I0E);

Y

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daecrah  (Lembaran  Negara Repmiblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) schagaimuna
telah diubah beberapa lkali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5674);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten lang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomaor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun
2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalibun Pajak Burm
den Bangunen Perdesaun dan Perkotaan sebagai Pajak
Daerah;

8. Peraturan Menier Dalam Negeri Nomor 80 Tehun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita
Negara Republik Tndonesia Tahun 2015 Nomor 2056]
sebagaimany  telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor (20 Tahun 2018 (Ecrita MWegara
Republik Indoncsia Tahun 2018 Nomor 157);
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9. Peruturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011
tentang  Fajak Daerah (Lembaran Daerah  Provinsi
Lampung Tahun 2011 Nomaor 248, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lamnpung Nomor 349) sehagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraluran Daerah
kota Metro Nomar 7 Tabum 2019 [Lembaran Daerah Kota
Meiro Tabun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Tacrah
Kota Metro Nomor 7);

10, Peraturan Dacrah Kota Metro Nomaor 02 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Metre Nomor 03) sebagaimana  telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2017
{Lembaran Daerah Kota Metra Tahun 201 i

11. Peraturan Daerab Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
ientang Pembentukan dan Susunan Perangkat Diacrah
(Lembaran Daerah Kota Metro Tuhun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Melro  Nomor 24]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daergh Kota Mctro
Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Tembaran Daerah Eota
Metro Nomaor 9):

MEMUTUSKAN :

Menelapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FPEMBENTUKAN
NOMENKLATUR, BENTUK DAN [SI FORMULIR BSURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT TANDA
TERIMA BETORAN, LAPORAN PENERIMAAN DAN DAFTAR
HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN.

Pasal T

Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 38
Tahun 2012 tentang Pembentukan Nomenklat ur, Bentuk dan Tai
Formulir Surat Pemberitahusn Pajuk Terhulang, Surat Tanda
Terima Setoran, Laporan Penerimesn dan Dafrar Himpunan
Kelctapan dan Pembayaran Pajak Bumi Banpunan (Berita
Dacrah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 41}, diubah sebagai
berikut :

1. Keteniuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, schingga
Pasal | berbunyi sebagai berilaat

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimuaksud dengan
1. Dacrah adalah Kota Metea.

2. Walikota adalah Walikota Metra,
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3.
4.

o

10.

51

12

Badan adalah Badan Pengclolaan Pajak dun Retribusi Daerah Kota Metro

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Relribus) Dacrah
Eola Mctro.

Pajak Bumi dan Bungunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnva
disingkat PEB-P2 adalah puajak atas bumi tdan fatan bangunan vang dimiliki, d
kuasai dan/atan dimanfaslkan oleh aorang pribadi atau Badan kecuali
kawasan vang digunakan untulk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambarigran,

Surat Pemberitabuan Pajak Terutang yang selanjuinya disinglat SPPT adalah
Slrat ¥ang digunakan untiuk memberitahiikan besamya PBR-P2 vang Terutang
kepada Wajib Pajak.

Surat Tanda Terima Setoran yang sclanjutnya disingkat 8TTS merupakan alat
bukti pembayaran PEE-P2 yang telah dibayar.

Daltar Himpunan Ketctapan dan Pembayaran vang selanjutnya  disingkal
DHEP adalah Dallar Himpunan Ketetapan duan Pembayaran PRB-P32.

Nilai Jual Objck Pujuk, yvang selanjulnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rAla vang diperoleh dari iransaksi jual-beli yang lerjadi secara wajar, dan
bilumana tdak terdapat (ransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, alau nilai perolehan baru,
sian N.JOP Pengoamti,

MNilai Jual Objek Pajuk Tidak Kena Pajak vang sclanjuinya disinglat NJOPTKP
adalah Balas NJOP atas Bumi dan/alau Bangunan tidak kena pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak Ducrah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
Womor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagal sarana dalam administrasi
perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal din atau identitas Wajib
Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam meluksanakan hak dan kewajiban
perpajakan daerah,

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metra.

Pazal II

Peraluran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan  Peraturan
Whalikota ini dengan pencm tannya dalam Berila Daerah Kota Metro.

d - Ditetapkan di Metrn
i \X pada tanggal 11 M 2020
Y/ - /fQ, WALIKOTA METRO,

Diundanglkan «i Metro
pada tanggal 1% ME 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

T
o

\z -
A A.T.

R

/
BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR .B
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Lompiran La ; Peraturan Walikota Metro

MNormor ;412 Tahun 2000
Targzzal D 1B M 2020
Formulir SEPT
Haluman depan
PEMERINTAH K{TA METRO : 2 NOMOE SERI - |
I SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG AKUN: I
NOP : PBE-P2 TAHUN _
LETAK ORJEK PAJAK | NAMA DAN ALAMAT WAIID :
TAJAK |
| I
2 NJOPRp
OUJEK PAJAK LITAS {M7) KELAS FER M* TUTMLALL
i ! ,
. I
NJOP Sebagni dasar pengenalan PER-T2
! | NJOPTEP (NJOF Tidak Kena Pajak)
i MJOF untuk penphitungan PRR-P2
 PEB-P2 vang terutang
| PRE-F2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp}
TGL JATUH TEMPO - ' AN, WALIKOTA METRO
TEMPAT PEMBAYARAN - ] KEPALA BFFRD
i SIPT AN 51975 FBR-T2 BUKAN BOETT PEMILIEAN HAK :
d INFIIRMASL PADA SPPI N1 ADALATE EOaNLIMESE COBTEE
! [ATAR PER | JANLDARL TATIERT PAIAK RO DICIRIARAR
| DATUR TLAILAN PERT AL TAR AN |:

WALIKOTA METRO,
f__,._ Flran—g
t | T
Frs AC PAIRIN
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO
LHmth'Em Lb : Peraturan Walikkors bty
Memor r Tahun 2020

Tunggal : /1 M= 2020

Formulir SPPT
Halaman belakang

Mama Petugas Tanda tangan Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

"rrl. Apahiln dalam SPPT terdapal hel — hal yang meragukon (corctan, Ii]’.!-l.‘.?
dan lain-lain). Wajib Pujnk dapat menghubung BPFPRT Kow Meiro,
Pujale yang lerutang harus dibavar sekaligna selamhat - lambmalnyg &
[cimam) bulan ssjuk wnpeal dermarve Sonr Pemberiwhupn Pajuk
tertang {SPPT] ind,

2. Pajuk yang terulang hanya dapet dibavar pada Tempssl Pembeyacan
vang ditenlukan pada SPPT ini,

3. Bukli pelunasan pembsiyaran PEB-P32 vang zah adalah :
ay Bural andn Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran  esecim

langenng aluw meialui peluges pemungul
Bl Suuk ATM/buku pembagrees liin dari Baok Tempat Permbuvirmn
Bekehuonik bag pembavemn pejak soota elslcronik

4. Apubiln  pembayaren pajak  dilalesanalsam dengan  Wansler

Pemindahbukunn/ penginman wang melslui Benk  agar mencantumbar

aanes wifib Pajak, Nomor Objok Pajuk, NPWE dan Kode Aloar

Fajak yang \erutang vang iidak dibayar poda ranggal jatuh tempo, di

kennknan sankar sebsgsi beribor

al Denda Administrasm 2% sebulan dsri jumiah pejak yang terhutang

yung idak dibavur; dan

B Diagih dengan STP-FER-P2, dan dalum hel SI7-PBE-P? tidak

dilungel. dilanjurkan dengan Sumt Pakea vang diikyt,

i, Keberotn atee jumlah pajak vang ervtang peda SPPT i dapar i
aivkan ke BPPRT) Kot Melw dalam jangla waktn 3 {tea) bukso sejal
Lanygarl diterimanya SPPT ind,

7. Pormohonan penpurangan pejalk vang dissbablan karcha  kemdisi
berteniy Ohjek Majak vang sds hubingsnoys dengan wajib Pajak dan
RiAl Karena sehab toricnto lainmys, hems disjuksn paling Laobat 3
[tigu] bulan terhitung sejak ;

8] Diterimanys SPPT ine
bl Terjadinya bercanas atam ataw sebab - sehab lain yanyg luar biasa.
#,  Baras wakiu terscbut pada botir 7 dan 8 dapad diperpanjang jiko Wajib
Pajak dapal membukrlean bahwe hol tersebuac di Juar kelunsaaniya.
O, Pengpjenn keberalan, manding  dan pengumangan  ildak  menunds,
wewrajiban moermluyar pajak.
10 Apabila nhiek pajak dipmdubtenpenkan kepadn pihak lais, baik selamh
ftan schagion, wajib Pajak harus melaporkan ke EPPRD Ko Meteo.
PN sebngal dagal pengemann PBB-PZ pada SFPT ini dapat digunnkan
11.  sechagai dasar pengenelan Bea Permbehan Hak Aws Tanah dan amu
bangunnn sesuai dengun ketentuan Fasal 6 oyt 3 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 scbagpirmana telah divbak dengan Undarg-
Undiang Nomor 20 tabun 2000 dan Pembavarmn pajalk Penpglasilom ains
Penghasilan dari Pengalihan Huk Atas Tanah dan atau bangunan sesuasi
dengmn leetentuan Masal 4 Perariran Pemerintah Nomor $8 whon 1904
sthapirmana tefah beberaps kali diubah torakhic dengan Perateran
Pemerntah Momos 7Y lahun 1999,
12, Apabila langgel jatuh empo teciobis ranggeal ©
al 41 CHeober, maks bylen T actelabh wogem] jatib tempes ndalah
tammzal 1 Nevember afd tanggel W Mowembe:, bulan I adalsh
Lamgpnl | Thesembeee s d 51 Descmmber, des

hi 10 Okiober, malm bulan | setelah tanggal julub tempe adalah
langgal 11 Oklober s/d tenggal 10 Nmember, bulun 0 ndﬂJﬂJJ)

|

=]

MINTA DAN SIMPANLAH S5TTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP
ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB-P2

b ranggal 11 November a/d Langgpl 19 Descmber, st \, J
[ v yativg e ] f WALIKOTA METRO,

'. 1!_[;_': e _u---'—-u-ﬁ Al PAIRIN ~ '
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AGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO
Lampiran ILa  :Peraturan Walikota Metro
Nomor =i Tahun 2020
Tenggal prt- 2020

llalaman Depan

FEMERTNTAH KOTA METRO
SURAT TANDA TERIMA SETORAN BTTS)

Temmpat Pembayaran

Telah mencrima pembayaran PBB-P2 Th L dari
Nama Wajib Pajak
Lelak Objek Pajak : Kecamatan
: Kelurahan
Nomor SPPT (NOP) -
Sejumlah : Rp r

anggal jatuh Tempo @ : I

-ﬁ. Jumlah  yang harus dibavar (termasuk denda)  jika  pembwyvaran
E | dilakulan pada bulan ke {sctelah tanggal latuh tempo) |
o
2 ‘1 X111
= r
g U XIV
§ |HI X
Bt
& 1v XV
W LA
t‘-'l 1
E V1 XV
v XIX
£ v XX
= |1x XXI
5 x XX
el
B | XA
&
= |:r;11 XXV
Tené;ga{l Pembayaran : ' LT : Tanda Terirme
Jumlah yvang dibayar : RL ki
Rp. |'_ :I ;
; . LCap Bank,Pos
WALIKOTA METRO,
R
[t MAD PAIRIN
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AGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO
Lampiran [I.b : Peraturan Walikota Metro
Nomor  : 1% Tahup 2020
Tanggal ;|3 e 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS]

Tempal Pembayaran

Telah menerima pembayaran PBE P2 Th | dari
Narma Wajit Pajale
Letak Objek Pajak : Kecamatan
! Kelurahan
Nomaor SPPT (NOF)
Fcjumlah : Rp
Tanggal Pembayaran ; | Tanda Terima
Jumlah vang dibavar : Rp [ " .
Dian
BFPRTY LM 3-2. Lembar uniuk Aanlk Cap Bank/ Pos
WALITKOTA METRO,
m, TR

ey
=

ff_nm % AC PAIRIN
/T—
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AGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO
Lampiren ll.c: Poraturan Walikota Maotro
Mogor : 1% Tahun 2020
Tangsal .| M 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran
Telah menerima pembayaran PEBB-P2 Th— —| dari
Nama Wajih Pajak

Letak (bjek Pajak : Kecamatan
: Kelurahan

Nomor SPPT {NOF)
Scjumlah ; Rp r ' ' ; _J
Tanggal Pembayaran : ' Tunda Terir
Jumlah vang dibavar ‘Rp | ) o

I T
BFPRDr KM 3-7. Lembar uniuk BREED ] Cap Lank/ Tas

| WALTKOTA METRO,
M

e,
s N
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Lampiran I.d : Peratursn Walikola Metro
Nomor 18 Tahun 2090
Tanggal D1E M 2020
Halaman Belakang
r | K
—’/ PERHATIAN

L. 8TTS ini merupakan bukti pembayaran PBLR-P2 ¥ung sah, Untuk
kepentingan wajib pajek scndin, simpanlah STTS tengan baik

2. Alas Pembayaran Pajuk terulang PRB-P2 tidak dikenaksan Bes Malerai
sesual dengan Pasal 4.6 UU No. 13 Tahun 1985 tenlang Bea Materai.

h g

/ PENJELASAN \

1. Apabila langgal jatuh ternps tangpal 31 Oktober, maksa vang dimaksued
dengan bulan ke- I adalah langzal | Novemnber s/d tanggal 30 November:
bulan ke- 1l adalah tanpeal 1 Desember 5/d 31 Desember, dst

—

2. Apabila langgal jatuh tempe tanggal 10 Oktober, maka vang dirmaksicd
dengan bulan ke- 1 setelah tanggal 11 Oktober s/d lunggal 10 Nowember;
bulan ke- i adalah tanggal 11 November s/d tangeal 10 Desember, dat,

| 3. LT, adalah Luas tanah dalam M2
-—_L.B. adalah Luas bangunan dalam M2

-
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METanqmpiran I 5 Perararas wWallicr et
Nomor : '# Tahun 2020
Tanggal @ 12 % 2020

PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

e ———
D)

e i

[DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUKU T, II
TAHUN : 2020
TANGGAL TERBIT : 20520
PROVINGI . LAMPLUING
KOTA : METRC
KECAMATAN A
KELURAHAN
WALIKOTA METRO,
i
Ctr—

A PAIRIN
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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran [V.h

: Peraturan Waliloota Metro

13

Nomor Tahun 2020
Tanpgal 1 Mae 2020

DATTAR HIMPLINAN KETILTAPAN DAN PEMBAYARAN

AT < A RN,
Tempat Pembayaran
Prowinis : Lumpung kecamatan !
Koia : Metro Kelurahan
NOMOIH | BUOF . HOMOR | HAMA ALAMAT DHJEE | MAJAK PERUDAITAR | TANGGAL
INUUK | WAJID PAJAK WAJID TERUTANG FAJAK HAY AR —‘
= PAIME | PadAK

T ——

PARAF HiERARKH

IS

Viadkd Wallkota ... cpeibyd

Serey ... Har
-

ARE . B

K asutag M

R [ WIS

WALIKOTA METRO,



